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ABSTRAK 

Bayu Pratama : Analisis Proses Penyusunan RKA-SKPD Pada Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses penyusunan RKA-SKPD 
dan menganalisis penerapan anggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan 
RKA-SKPD yang sudah diterapkan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. 

Bentuk penelitian tugas akhir ini adalah deskriptif yaitu dengan 
mengumpulkan data penelitian tentang analisis proses penyusunan RKA-SKPD 
pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, 
peneliti melakukan pengolahan data sehingga akhirnya diperoleh hasil. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan 
tentang analisis dan permasalahan dalam proses penyusunan  RKA-SKPD pada 
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa dalam proses penyusunan 
RKA-SKPD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan 
ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan 
keuangan daerah dimana sudah mengikuti Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah 
(RKPD) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menerapkan 
penganggaran berbasis kinerja atas program dan kegiatan belum sepenuhnya 
menerapkan penganggaran berbasis kinerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi 

yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan 

keuangan pada badan-badan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah 

merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan 

undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan 

lebih luas kepada pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah semakin 

meningkat pada era keterbukaan saat ini, tidak terkecuali transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah 

Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah atas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintahan 

daerah dalam pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangannya 

membutuhkan dana, dan dana tersebut bersumber dari beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan 

keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran dan dalam pengelolaan 

keuangan negara. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
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Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja 

dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan 

dicapai. Pada pemerintahan saat ini diterapkan anggaran berbasis kinerja 

dimana anggaran yang memakai sistem anggaran tradisional yang terkesan 

kaku, birokratis, dan hirarkis serta menunjukan hubungan antara tingkat 

pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut.  

Dalam Pemendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa, Keuangan 

Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajiban daerah tersebut. 

Penyelenggaraan pemerintahan atas penggunaan keuangan harus 

secara efektif dan efisien, dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat 

dan daerah, maka dana yang akan dialokasikan ke daerah dapat digunakan 

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan 

pengembangan daerah menjadi lebih baik. Perimbangan dana antara pusat dan 

daerah dalam alokasi kebutuhan dana, pemerintahan daerah dapat menentukan 

kebutuhan dana berdasarkan beban pengeluaran masing-masing tingkat 

pemerintahan di daerah. Sedangkan perencanaan kebutuhan keuangan 

pemerintah merupakan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap 
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program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun anggaran. 

Penggunaan dana atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintahan 

berdasarkan perencanaan yang telah dirancang. 

Menurut Freeman (2003) yang dikutip oleh Nordiawan (2006 : 48) 

“Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik 

untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-

kebutuhan yang tidak terbatas ( the process of allocation resources to 

unlimited demands )”.  

Penganggaran sektor publik dengan proses penentuan jumlah alokasi 

dana untuk tiap-tiap program aktivitas ditetapkan dalam satuan moneter. 

Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai dari penyusunan 

strategi dan perencanaan strategik yang telah selesai dilakukan. Anggaran 

pemerintah daerah, dalam penyusunannya menerapkan partisipasi satuan kerja 

dilingkungan pemerintahannya dengan membuat dan menyusun Rencana 

Kerja dan Anggaran oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang disebut 

dengan RKA-SKPD. Dalam penyusunan RKA-SKPD masing-masing satuan 

kerja membuat indikator kinerja sebagai sasaran anggarannya. Tahap 

penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran tidak efektif dan tidak 

berorientasi pada kinerja, dapat mengagalkan perencanaan yang telah disusun.  

Dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan  mekanisme 

penyusun anggaran tahunan dan proses penjaringan informasi pada dasarnya 

merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Dalam proses ini Kebijakan 
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Umum Anggaran (KUA) menjadi payung bagi eksekutif khususnya unit kerja 

dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. Dalam penyusunan rencana 

kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih rinci uraian 

mengenai nama program, input, proses, output, benefit, dan impact yang akan 

dicapai. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, 

selanjutnya diserahkan ke Panitia Anggaran Eksekutif. Panitia Anggaran 

Eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-

program yang akan dijadikan rencana kerja dimasing-masing unit kerja 

berdasarkan program kerja yang masuk ke Panitia Anggaran Eksekutif, yang 

kemudian dijadikan dasar untuk menyusun dan merancang draft Kebijakan 

Pembangunan dan Kebijakan Anggaran Tahunan yang nantinya akan dibahas 

dengan pihak DPRD. 

Pada saat ini, melihat gambaran kenyataan yang ada penerapan 

anggaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dirasakan masih 

belum optimal. Pada beberapa sisi, khusus program dan kegiatan dari SKPD, 

masih sangat dipengaruhi oleh program dan kegiatan yang telah dikerjakan 

pada tahun-tahun sebelumnya, kurang adanya perubahan pada program dan 

kegiatan untuk tahun berikutnya. Demikian pula dengan penentuan besarnya 

anggaran belum sepenuhnya mengacu pada target kinerja berupa output dan 

outcome. Dana yang dianggarkan pada program dan kegiatan masih belum 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang berbasis kinerja. Kondisi 

demikian merupakan salah satu daya tarik untuk diteliti lebih jauh. Bagaimana 
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dan sejauh apa yang bisa dilihat dari penerapan sistem anggaran kinerja pada 

pemerintah. 

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai dinas pelayanan dan 

lembaga teknis daerah serta perumusan kebijakan penyusunan program kerja 

pengawasan dan pengendalian berusaha menyesuaikan terhadap perubahan 

kondisi dan perkembangan terhadap kebijakan maupun peraturan yang terkait 

dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran baik dalam melakukan 

aktifitas maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan 

pada masing-masing unit kerjanya. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas 

permasalahan tersebut lebih lanjut dan menjadikannya sebagai dasar 

pemikiran penulis dalam bentuk Tugas Akhir. Adapun judul Tugas Akhir 

yang akan penulis bahas adalah . “Analisis Proses Penyusunan RKA-SKPD 

Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana proses penyusunan RKA-SKPD pada Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Barat?  

2. Apakah  Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan 

anggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan RKA-SKPD? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian oleh penulis adalah : 

1. Untuk menganalisis bagaimana langkah-langkah penyusunan RKA-SKPD 

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. 

2. Untuk menganalisis apakah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 

telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan 

RKA-SKPD. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu: 

1. Bagi penulis, penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses 

penyusunan RKA-SKPD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. 

2. Bagi Instansi, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam 

menerapkan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi 

Sumatera Barat. 

3. Bagi pembaca, selain sebagai bahan bacaan semoga karya ilmiah atau 

Tugas akhir ini dapat menjadi wahana transformasi pengetahuan bagi 

masyarakat atau para pembaca di jenjang diploma tiga (D3) dalam 

memahami analisis proses penyusunan RKA-SKPD. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Proses dan langkah-langkah dalam Penyusunan RKA-SKPD oleh Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan 

Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan 

daerah, dimana RKA disusun berdasarkan KUA dan PPA yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan DPRD serta program dan 

kegiatan mengikuti Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) hanya 

saja dalam penyusunan RKA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Barat tidak diawali dengan rincian anggaran pendapatan SKPD. 

2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan penganggaran 

berbasis kinerja atas program dan kegiatan belum sepenuhnya menerapkan 

penganggaran berbasis kinerja, hal ini dilihat dari penyusunan rencana 

kerja anggaran yang masih menggunakan program dan kegiatan tahun 

sebelumnya. 

B. Saran  

Dari kesimpulan, maka yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja 
dimasa akan datang yaitu : 
1. Melakukan perbaikan sasaran dengan cara menentukan dan menetapkan 

dana/anggaran yang relevan antar program dan kegiatan sesuai tugas 

pokok dan fungsi SKPD sehingga dana/anggaran dapat lebih 

menggambarkan hasil terhadap program dan kegiatan. 
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2. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya, agar dapat meneliti anggaran berbasis kinerja dalam proses 

penyusunan RKA-SKPD secara lebih rinci. Sehingga akan selalu ada 

perubahan kearah yang lebih baik. 
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